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Peraturan perundang-undangan merupakan sumber 

hukum utama di negara- negara yang menganut sistem hukum 

Eropa Kontinental atau civil law system. Indonesia merupakan 

negara yang sampai saat ini bercirikan sistem hukum Eropa 

Kontinental, selain bahwa di Indonesia berlaku juga sistem hukum 

adat dan sistem hukum Islam. Banyak sarjana hukum yang 

berpendapat bahwa Indonesia menganut pluralisme hukum atau 

bahkan dinyatakan dengan istilah Hybrid Law System atau Mixed 

Law System. Namun, secara formal ciri-ciri sistem hukum Eropa 

Kontinentallah yang menjadi corak berhukum negara Indonesia. 

Mengingat Indonesia cenderung pada penerapan ajaran 

positivisme hukum. Hukum dimaknai sebagai peraturan yang 

tertulis yang berisikan norma hukum dan dibuat oleh penguasa 

yang berwenang serta adanya ketaatan dari masyarakat atas 

peraturan tersebut sesuai dengan prosedur pembentukan 

peraturan yang baku. 

Salah satu ciri sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu 

penempatan peraturan perundang-undangan sebagai sumber 

hukum utama dalam kehidupan bernegaranya. Peraturan 

perundang-undangan menjadi rujukan dalam setiap sektor 

kehidupan manusia baik secara individual, bermasyarakat, 

berbangsa, maupun bernegara. Untuk itu, peranan peraturan 

PENDAHULUAN 
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Pemahaman mengenai teori-teori yang terakit dengan 

peraturan perundang- undangan diperlukan bagi para perancang, 

pembentuk, tim ahli, dan konsultan pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Pemahaman teoretis ini akan membantu 

peserta pelatihan dalam menyusun rancangan peraturan 

perundang-undangan karena pemahaman teoretis ini dengan 

menjadikan teori-teori sebagai pisau analisis terhadap aspek 

formil dan aspek substansi rancangan peraturan perundang-

undangan yang sedang dirancang. 

Dengan demikian, akan terbentuk suatu peraturan 

perundang-undangan yang memiliki kualitas yang sangat baik 

secara formil dan substansi sehingga berdaya guna dan berlaku 

guna bagi sasaran norma. Berikut ini beberapa teori yang akan 

dibahas sebagai bahan untuk memperkaya pemahaman 

perancangan peraturan perundang-undangan. 

 

A. Teori Negara Hukum 

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang 

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensi negara hukum 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ialah 

bahwa negara Indonesia harus berdasarkan hukum (rechtstaat) 

dan bukan berdasarkan kekuasaan (machtstaat). Negara 

TEORI PERATURAN 

PERUNDANG-

UNDANGAN 
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A. Konsep Sumber Hukum 

Menurut C. S. I Kansil, sumber hukum adalah segala apa 

saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai 

kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang 

kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. 

Menurut Soedikno Mertokusumo, sumber hukum dapat 

diartikan dalam beberapa arti, yaitu sebagai berikut. 

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan 

permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal 

manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. 

2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-

bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum 

Prancis, hukum Romawi, dan lain- lain. 

3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan 

berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa 

atau masyarakat). 

4. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, 

misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, 

dan sebagainya. 

5. Sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang 

menimbulkan hukum. 

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN SEBAGAI 

SUMBER HUKUM 
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A. Konsep Politik Hukum 

Menurut Padmo Wahjono, politik hukum sebagai 

kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi 

dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat 

abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya di 

PDMDODK� )RUXP� .HDGLODQ� \DQJ� EHUMXGXO� ´0HQ\HOLVLN� 3URVHV�

Terbentuknya Perundang-unGDQJDQµ�� 'DODP� DUWLNHO� WHUVHEXW�

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah 

kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan 

kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini 

kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan 

hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri. 

Menurut Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan 

politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa 

negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan 

mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. 

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan 

negara melalui badan- badan negara yang berwenang untuk 

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang 

diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa 

yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa 

yang dicita-citakan. 

POLITIK HUKUM JENIS DAN TATA 

URUTAN (HIERARKI) PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA DARI MASA KE 

MASA 
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A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

Materi muatan UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari : 

1. kelompok lembaga negara; 

2. kelompok penetapan organisasi dan alat kelengkapan 

negara; 

3. kelompok Hak-Hak Asasi Manusia (HAM); 

4. kelompok pengaturan wilayah; 

5. kelompok pengaturan atribut negara; 

6. kelompok lain-lain. 

 

B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Berdasarkan Keputusan MPR RI Nomor I/MPR/2010 

tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI bahwa jenis Putusan 

Majelis ada tiga, yaitu sebagai berikut. 

1. Perubahan dan Penetapan Undang-Undang Dasar 

Dengan ciri-ciri sebagai berikut. 

a. Mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia. 

b. Tidak menggunakan nomor Putusan Majelis. 

 

 

MATERI MUATAN 

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DI NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
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A. Landasan Filosofi, Yuridis, Politik, dan Sosiologis dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Negara 

Republik Indonesia 

Pembentukan peraturan perundang-undangan 

merupakan salah satu dari pembangunan hukum, di samping 

penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai 

hukum itu sendiri. Sebagaimana diketahui bersama bahwa 

pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif 

mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum, dan budaya 

hukum serta dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas, 

konsisten, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, 

akan mampu mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai 

sarana pembaruan dan pembangunan serta instrumen 

penyelesaian masalah secara adil dan sebagai pengatur 

perilaku masyarakat untuk menghormati hukum. 

Teraktualisasinya fungsi hukum akan mewujudkan tegaknya 

wibawa hukum yang memperkukuh peran hukum dalam 

pembangunan untuk menjamin agenda pembangunan 

nasional berjalan tertib, terarah, dan konsekuensi dari berbagai 

kebijakan dan langkah yang diambil dapat diprediksi 

berdasarkan pada asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan 

keadilan. 

PEMBENTUKAN PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

DI NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA 
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A. Tahap Perencanaan 

1. Perencanaan Undang-Undang 

Tahap perencanaan dalam pembentukan undang-

Undang diatur pada beberapa pasal dalam Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. 

a. Pasal 16 berbunyi bahwa perencanaan penyusunan 

undang-undang dilakukan dalam Prolegnas. 

b. Pasal 17 berbunyi bahwa Prolegnas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas 

program pembentukan undang-undang dalam rangka 

mewujudkan sistem hukum nasional. 

c. Pasal 18 berbunyi bahwa dalam penyusunan Prolegnas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan 

daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas : 

1) perintah undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2) perintah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3) perintah undang-undang lainnya; 

4) sistem perencanaan pembangunan nasional; 

5) rencana pembangunan jangka panjang nasional; 

6) rencana pembangunan jangka menengah; 

TAHAP-TAHAP PEMBENTUKAN 

PERATURAN PERUNDANG- 

UNDANGAN DI NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
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A. Karakteristik Bahasa dalam Peraturan Per Undang-Undangan 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, 

ragam bahasa dan pola kalimat yang digunakan memiliki 

karakteristik yang berbeda yang sedikit banyak berbeda 

dengan ragam bahasa dan pola kalimat pada umumnya. 

Sebagai contoh sederhana penggunaan kata atau gabungan 

NDWD� ´GDQ�DWDXµ� PHUXSDNDQ� SHQJJXQDDQ� \DQJ� WLGDN� OD]LP�

dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya 

tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan 

kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun 

pengejaannya. Namun bahasa peraturan perundang-undangan 

mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau 

kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan 

ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam 

perumusan maupun cara penulisan. 

Corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau 

kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan 

ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam 

perumusan maupun cara penulisan inilah yang mendasari 

perlunya ragam bahasa dan pola kalimat peraturan 

perundang-undangan dipelajari secara khusus. 

RAGAM BAHASA DAN POLA 

KALIMAT PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

YANG EFEKTIF 
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A. Eksistensi Peraturan Perundang-undangan di Era Globalisasi 

Secara bahasa, kata globalisasi berasal dari kata global. 

Menurut Kamus Dwi Bahasa Oxford-Erlangga kata itu 

mengandung anti seluruh; sejagat; seantero dunia. Dalam 

bahasa Indonesia SHQDPEDKDQ�VXILNV�́ LVDVLµ�SDGD�DNKLU�VHEXDK�

kata memiliki arti proses sehingga globalisasi diartikan sebagai 

pengglobalan seluruh aspek kehidupan. Globalisasi dapat pula 

diartikan menghilangkan batas-batas kenasionalan dalam 

bidang ekonomi dan membiarkan segala sesuatu bebas 

melintas dunia dan menembus level internasional. 

Menurut Barbara Parker, bahwa : 

´*OREDOLVDVL�PHUXSDNDQ�´WKHUH�LV�JURZLQJ�VHQVH�WKDW�HYHQW�

occurring through out the world are converging rapidly to 

shape a single, integrated world where economic, social, 

cultural, technological, business, other influences cross 

traditional border and boundaries such as nation, national 

cultures, time, spaces, and business industries with increasing 

ease (Globalisasi merupakan suatu proses yang 

menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu 

dengan lainnya atau saling terhubungkan semua aspek 

kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, 

politik, teknologi maupun lingkungan). 

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DI ERA 

GLOBALISASI 
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A. Law Making Process Problem 

Permasalahan pertama dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan, yaitu masalah formil dalam tata cara 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Masalah formil 

pembentukan ini terkait dengan penyimpangan atas proses 

baku yang seharusnya ditaati secara tertib dan absolut. 

Sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa proses 

pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas, 

tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau 

pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. 

Permasalahan dalam law making process menyangkut adanya 

penyimpangan prosedur tahapan sebagaimana tahapan yang 

disebutkan di atas. Di tahap perencanaan, permasalahan yang 

mungkin terjadi, yaitu ketidaktaatan Kementerian/Lembaga 

Pemerintahan Nonkementerian untuk memasukkan melalui 

proses pengusulan, pembahasan, dan penetapan rancangan 

peraturan perundang-undangan ke dalam dokumen program 

penyusunan peraturan perundang-undangan, baik program 

Legislasi nasional, maupun program penyusunan peraturan 

pemerintah dan peraturan presiden. 

 

PROBLEM PEMBENTUKAN 

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN 
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